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MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
di

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 03 TAHUN 2012

TENTANG
DATA TENAGA HONORER KATEGORI |
DAN DAFTAR NAMA TENAGA HONORER KATEGORI II

. Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun

2010 tanggal 28 Juni 2010, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan
Daerah telah menyampaikan:

a. Daftar nama tenaga honorer kategori I.

b. Jumlah tenaga honorer kategori Il.

. Hasil penyampaian data tenaga honorer sebagaimana dimaksud di atas, telah

dilakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer kategori | oleh BKN dan
BPKP dan hasilnya terdapat tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) dan
tidak memenubhi kriteria (TMK) berdasarkan PP. No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 43
Tahun 2007 sebagaimana terlampir (lampiran |).

. Berdasarkan pengaduan beberapa elemen masyarakat atau pejabat tertentu

masih ada dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan sebagai tenaga honorer
kategori | yang memenubhi kriteria (MK).

. Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, diminta kepada setiap

pimpinan instansi untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. TERHADAP TENAGA HONORER KATEGORI I:
1) Mengumumkan tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) melalui papan
pengumuman, media cetak lokal dan media online selama 14 (empat belas)
hari kepada publik.




2) Melakukan penelitian kembali terhadap dokumen tenaga honorer yang

3)

4)

memenuhi kriteria (MK) oleh Tim Verifikasi dan Validasi tersebut terutama
hasil pengumuman dan pengaduan masyarakat:

Melaporkan hasil pengumuman dan penelitian terhadap tenaga honorer
kategori | yang memenuhi kriteria dan ditandatangai oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian atau sekurang-kurang Sekretaris Jenderal/ Sekretaris
Kementerian/ Sekretaris Utama dan Sekretaris Daerah kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara dan tembusan kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Laporan sebagaimana dimaksud angka 3) khusus kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara disertai dengan daftar nama tenaga honorer yang
dokumennya terbukti benar dan terbukti telah dipalsukan, paling lambat 31
Maret 2012.

b. TERHADAP TENAGA HONORER KATEGORI Il :

1)

2)

4)

5)

6)

Melakukan perekaman data tenaga honorer kategori Il sesuai dengan data
yang jumlahnya telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan formulir yang telah
diisi oleh tenaga honorer dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggungjawab
dibidang pengawasan sebagaimana tersebut dalam lampiran (lampiran II).
Formulir yang telah diisi tersebut hanya sebagai salah satu persyaratan
untuk mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga
honorer kategori |I.

Dalam melakukan perekaman data tenaga honorer tersebut harus
menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Aplikasi dan formulir
pendataan dapat diunduh di www.bkn.qgo.id atau menghubungi BKN/Kantor
Regional BKN di wilayah kerjanya.

Menyampaikan  formulir pendataan tenaga honorer yang telah
ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang
ditunjuk dan pejabat yang bertanggungjawab di bidang pengawasan,
disertai daftar nominatif beserta softcopy (compact disk) data tenaga
honorer.

Daftar nominatif beserta softcopy (compact disk) tersebut harus
disampaikan dan diterima di Badan Kepegawaian Negara, paling lambat
tanggal 30 April 2012.

Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota agar menyampaikan
tembusan sebagaimana tersebut pada angka 3) diatas kepada Gubernur.

5. Apabila dikemudian hari ditemukan data tenaga honorer yang palsu, maka

dokumennya tidak dapat diproses sebagai dasar pengangkatan menjadi calon
pegawai negeri sipil atau pengangkatannya dibatalkan.




6. Bagi Pejabat yang menandatangani dokumen pengangkatan tenaga honorer yang
terbukti telah memalsukan dikenakan tindakan administratif dan tindak pidana
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. .Demikian untuk menjadi perhatian-dan dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 12 Maret 2012
Menteri

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;

2. Menko Bidang Polhukam;

3. Ketua UKP-PPP;

4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.






